

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Secara fundamental, pelayanan publik adalah manifestasi dari fungsi kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurut Dwiyanto, (2017) pelayanan publik bukan sekadar aktivitas teknis administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun public trust (kepercayaan publik). Sejalan dengan itu, Sinambela, (2006) menegaskan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan warga negara oleh penyelenggara negara, di mana aparatur harus memposisikan diri sebagai pelayan yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pelayanan publik masih menjadi salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berbagai laporan resmi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi pemerintahan, masih menghadapi sejumlah permasalahan.
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Ombudsman Republik Indonesia dalam laporan tahunan dan publikasi pengawasannya selama tahun 2023, ombudsman telah menerima 26.461 keluhan pelayanan publik. “Berdasarkan hasil pemeriksaan tahap laporan masyarakat terhadap adanya dugaan maladministrasi, telah ditemukan dan dibuktikan adanya maladministrasi dengan dugaan tertinggi adalah tidak memberikan layanan, kemudian penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.” Ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia (2023). Fakta fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan publik telah memiliki kerangka regulasi dan prosedur yang jelas, dalam pelaksanaannya masih terdapat indikasi permasalahan pada aspek ketanggapan aparatur yang perlu diteliti lebih lanjut secara mendalam (Redaksi, 2024). Permasalahan pelayanan publik tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat atau daerah, tetapi juga berpotensi terjadi pada tingkat pemerintahan desa sebagai garda terdepan penyelenggaraan pelayanan publik. Desa memiliki posisi strategis karena menjadi entitas pemerintahan yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan administratif sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik di tingkat desa menjadi sangat penting untuk dikaji, khususnya pelayanan yang berkaitan langsung dengan hak-hak sosial masyarakat.
Kantor Desa Pamarangan Kiwa merupakan salah satu instansi pemerintah desa yang menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.  Pelayanan  yang  diberikan  meliputi  pelayanan  administrasi
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kependudukan dan kemasyarakatan, seperti pembuatan surat pengantar KTP dan Kartu Keluarga, surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan kelahiran dan kematian, surat keterangan pindah, serta pelayanan administrasi sosial lainnya, termasuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Seluruh jenis pelayanan tersebut memiliki peran penting dalam menunjang pemenuhan hak administratif masyarakat desa. Desa Pamarangan Kiwa adalah salah satu desa di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Pamarangan Kiwa terletak 227 km di sebelah utara Kota Banjarmasin. Sebagian besar masyarakat Desa Pamarangan Kiwa bekerja pada sektor-sektor yang bersifat informal dan semi-formal, seperti sektor pertanian, perkebunan, buruh harian lepas, pekerja serabutan, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Jenis pekerjaan tersebut umumnya memiliki karakteristik pendapatan yang tidak tetap dan sangat bergantung pada kondisi musim, permintaan pasar, serta ketersediaan pekerjaan harian. Kondisi ini menyebabkan tingkat kestabilan ekonomi rumah tangga masyarakat relatif rentan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pembiayaan di luar kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan karakteristik pekerjaan tersebut, sebagian masyarakat Desa Pamarangan Kiwa berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat penghasilan yang relatif terbatas. Kondisi ini mendorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi sosial, khususnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang digunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan bantuan sosial, jaminan kesehatan, serta beasiswa pendidikan.


Dalam konteks ini, SKTM memiliki fungsi strategis sebagai dokumen pendukung bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial dari pemerintah. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap SKTM menjadikan pelayanan administrasi tersebut sebagai salah satu pelayanan yang sering diakses dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik, terutama pada aspek responsivitas aparatur desa, menjadi sangat penting untuk diteliti. Keterlambatan atau kurangnya ketanggapan dalam pelayanan SKTM berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap hak-hak sosialnya, sehingga Desa Pamarangan Kiwa dinilai relevan dan layak dijadikan sebagai lokasi penelitian yang berfokus pada kualitas pelayanan publik dalam pelayanan pembuatan SKTM.
Berdasarkan observasi awal peneliti dalam pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) khususnya di Desa Pamarangan Kiwa, dimensi tangibles menunjukkan kondisi yang cukup baik, ditandai dengan lingkungan kantor desa yang bersih, tertata rapi, serta tersedianya ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat. Dari sisi reliability, pelayanan SKTM telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan konsisten, sehingga hasil pelayanan dapat diandalkan secara administratif. Selanjutnya, pada dimensi assurance, aparatur desa mampu memberikan kepastian pelayanan serta penjelasan yang jelas mengenai prosedur pelayanan, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Dimensi empathy juga terlihat cukup baik melalui sikap aparatur yang ramah, komunikatif,


serta tidak membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan SKTM telah memenuhi sebagian besar indikator kualitas pelayanan publik.
Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan awal (pra-penelitian) dan wawancara singkat yang dilakukan peneliti kepada beberapa pemohon SKTM pada bulan Januari 2026, ditemukan fakta objektif yang menunjukkan adanya permasalahan pada aspek responsivitas. Peneliti menemukan bahwa terdapat warga yang harus menunggu lebih dari 1 jam untuk mendapatkan tanda tangan pejabat berwenang karena perangkat desa yang bersangkutan sedang menghadiri rapat koordinasi di luar kantor tanpa adanya pendelegasian tugas yang jelas kepada staf lain. Selain itu, dari hasil wawancara dengan dua orang warga (inisial A dan R), terungkap bahwa mereka sempat diminta untuk datang kembali keesokan harinya dikarenakan berkas tidak dapat diproses segera saat petugas teknis sedang bertugas di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tanggap (responsivitas) aparatur dalam mengantisipasi kebutuhan mendesak masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Jika dibandingkan antara kondisi ideal pelayanan publik yang menuntut ketanggapan aparatur (das sollen) dengan kondisi faktual pelayanan yang terjadi di lapangan (das sein), terdapat kesenjangan kualitas pelayanan khususnya pada aspek responsivitas. Sejalan dengan pandangan Zeithaml, (1990) aspek responsivitas merupakan indikator kunci dalam menilai kualitas pelayanan. Hal ini berkaitan dengan kemauan dan kesigapan aparatur untuk merespons kebutuhan serta keluhan masyarakat secara cepat dan tepat sebagai


bentuk profesionalisme pelayanan publik (Hardiyansyah, 2018). Hardiansyah, (2018) juga menegaskan bahwa aspek responsivitas mencerminkan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu pengguna layanan serta memberikan pelayanan dengan segera. Oleh karena itu, aspek ini sering dijadikan fokus utama dalam penelitian pelayanan publik karena berhubungan langsung dengan persepsi kepuasan masyarakat.
Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aspek responsivitas dalam pelayanan publik telah berjalan dengan baik pada beberapa unit pelayanan pemerintahan. Penelitian oleh (Muhammad Gilang Pramana & Raden Deni Atmiral, 2025), (Norainah, 2023) dan (Dita Laela Nur Rachma & Noviyanti, 2023) menemukan bahwa aparatur desa menunjukkan daya tanggap yang baik terhadap kebutuhan masyarakat. Petugas dinilai sigap dalam memberikan informasi dan mampu menyelesaikan pelayanan administrasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga pada dimensi Responsiveness dinilai sudah berkualitas. Namun demikian, beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa dimensi responsiveness dalam pelayanan publik masih belum berkualitas. Penelitian (Agung Kurniawan & Julia Ivanna, 2025) mengungkapkan bahwa respon dalam menangani masalah atau keluhan sering kali lambat. Terutama dalam kondisi tertentu yang memerlukan penanganan cepat, perangkat desa dianggap belum mampu merespons dengan sigap, dan warga merasa harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan solusi. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh (Muhaini Prihatin, Zaili Rusli, dan Hasim As’ari, 2021) ditemukan bahwa


pegawai dalam memberikan layanan daya tanggapnya masih rendah, dinyatakan dengan pegawai terlalu bertele-tele saat menyampaikan informasi terkait pelayanan yang dibutuhkan. Variasi temuan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada aspek responsivitas bersifat kontekstual dan belum menunjukkan hasil yang konsisten.
Kondisi ini menegaskan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana daya tanggap aparatur diwujudkan dalam pelayanan administrasi di tingkat desa. Dilihat dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Responsivitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kantor Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana responsivitas pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Kantor Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis responsivitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Kantor Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.


D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis
a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam studi kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini memperkuat penerapan teori kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) dalam konteks pelayanan administrasi sosial, yaitu pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dengan menempatkan aspek responsivitas sebagai fokus analisis utama.
b. Hasil penelitian ini memperkaya literatur empiris yang membahas kualitas pelayanan publik dengan menunjukkan bahwa aspek responsivitas dapat dianalisis secara lebih mendalam sebagai variabel kunci yang memengaruhi persepsi kualitas pelayanan, meskipun dimensi kualitas pelayanan lainnya menunjukkan kondisi yang relatif baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya dinilai secara agregat, tetapi juga dapat ditelaah secara parsial pada dimensi tertentu yang menjadi titik lemah dalam praktik pelayanan.
c. Penelitian ini memperjelas variasi temuan dalam penelitian terdahulu terkait aspek responsivitas dalam pelayanan publik. Temuan penelitian ini berpotensi mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa daya tanggap aparatur desa telah berjalan dengan


baik, serta sekaligus menguatkan penelitian lain yang menemukan adanya keterlambatan dan kurangnya ketanggapan aparatur dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik pada aspek responsivitas bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, beban kerja, serta kondisi sosial masyarakat setempat.
2. Aspek Praktis

a. Bagi Kantor Desa Pamarangan Kiwa sebagai bahan untuk mendorong perbaikan sistem dan mekanisme pelayanan agar lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Bagi masyarakat Desa Pamarangan Kiwa, penelitian ini mendorong terwujudnya pelayanan administrasi desa yang lebih responsif dan efektif, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas pelayanan publik yang berkualitas.
c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini menjadi referensi dan bahan pembanding dalam penelitian sejenis. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan kajian lanjutan dengan konteks, objek, atau pendekatan penelitian yang berbeda.
